


2.

Kaidah hukum dan/atau program Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Mahkamah Agung ini.

Menjadikan seluruh hasil rumusan Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai
dengan tahun 2024, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dan seluruh hasil rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam
penanganan perkara pada semua tingkat peradilan dan program
kesekretariatan Mahkamah Agung.

Hasil rumusan pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 yang
secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan
dengan hasil rumusan rapat pleno kamar tahun 2024, rumusan tersebut
dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2024

JAH AGUNG
YNESIA,

Tembusan:

ok

Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RIL
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Sarana dan Prasarana

Perlu melakukan:

a.

kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital guna
meningkatkan infrastruktur teknologi informasi pada Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

tindak lanjut hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) pada Mahkamah Agung; dan

optimalisasi fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Mahkamah Agung.

Keuangan

a.

Menyusun perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya.

Menyusun naskah urgensi perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

AH AGUNG
VESIA,



